Sawala
Jurnal Administrasi Negara

ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2025, Margareth Inof Riisyie Rantung,
Zuhri Abdusammad, Rahma A. Alhasni

http://doi.org/10.30656/sawala.v13.i1.yj521h44 to
this article

Page 103-111

Volume 13 Number 1 (Juni) 2025

EVALUASI KEBIJAKAN DIGITALISASI ADMINISTRASI PUBLIK
KABUPATEN MINAHASA: PENDEKATAN HUMAN CENTER

GOVERNANCE

Margareth Inof Riisyie Rantung*, Zuhri Abdusammad, Rahma A. Alhasni

Universitas Negeri Manado, Sulawesi Utara. Indonesia,

Abstract

Digitalization in public administration is crucial but faces obstacles in
Minahasa, including low digital literacy, limited infrastructure, and minimal
public involvement. This study used a qualitative descriptive method with
purposive sampling. Data were collected through interviews, observations, and
document reviews, then analyzed using the CIPP model (Context, Input,
Process, Product). Findings show that digital services are poorly aligned with
local needs. Infrastructure and HR limitations hinder implementation, while
community involvement remains low. Digital transformation in Minahasa has
been technocratic, lacking user-centered design. Applying human-centered
governance can bridge gaps between service design and citizen needs.
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Abstrak

Digitalisasi dalam administrasi publik sangat penting namun menghadapi
hambatan di Minahasa, termasuk rendahnya literasi digital, infrastruktur yang
terbatas, dan minimnya partisipasi masyarakat. Studi ini menggunakan metode
deskriptif kualitatif dengan sampling purposif. Data dikumpulkan melalui
wawancara, observasi, dan tinjauan dokumen, kemudian dianalisis
menggunakan model CIPP (Kontekstual, Masukan, Proses, Hasil). Temuan
menunjukkan bahwa layanan digital tidak sesuai dengan kebutuhan lokal.
Batasan infrastruktur dan sumber daya manusia menghambat implementasi,
sementara partisipasi masyarakat tetap rendah. Transformasi digital di
Minahasa bersifat teknokratis dan kurang memperhatikan desain yang berpusat
pada pengguna. Penerapan tata kelola yang berpusat pada manusia dapat
menjembatani kesenjangan antara desain layanan dan kebutuhan warga.

Kata kunci: Evaluasi kebijakan, digitalisasi administrasi publk, pendekatan
human cernter governance.
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PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mendorong transformasi
besar dalam penyelenggaraan pemerintahan di seluruh dunia. Digitalisasi administrasi publik
bukan sekadar inovasi teknis, melainkan perubahan paradigma dalam hubungan antara negara
dan masyarakat. Administrasi publik modern, menurut Zuhri Abdusammad (Abdussamad,
2020), harus bergerak menuju model humanistik yang memusatkan pelayanan pada kebutuhan
dan pengalaman warga, bukan hanya pada mekanisme birokrasi.

Menurut data Kementerian PAN-RB tahun 2024, indeks Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) nasional berada pada angka 2,74 dari skala 5, yang menunjukkan kemajuan
namun masih menghadapi tantangan serius di daerah, termasuk Kabupaten Minahasa.
Laporan Evaluasi SPBE Kabupaten Minahasa Tahun 2023 menunjukkan bahwa skor indeks
SPBE Kabupaten ini hanya mencapai 47,16, tergolong kategori rendah. Selain itu, tingkat
pemanfaatan layanan digital oleh masyarakat masih rendah (32%), dengan literasi digital
masyarakat hanya 40% (Diskominfo Minahasa, 2024). Studi Rawis et al. (2022) menambahkan
bahwa 47% warga mengeluhkan lambatnya layanan digital, sementara 38% kesulitan
mengakses layanan karena keterbatasan kemampuan digital. Hal ini memperlihatkan adanya
jurang antara inovasi digital dan kesiapan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Upaya digitalisasi administrasi publik di Indonesia mendapatkan legitimasi hukum yang
kuat melalui berbagai regulasi nasional. Salah satu landasan regulasi utama adalah Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE). Regulasi ini mengamanatkan bahwa seluruh instansi pemerintah wajib
mengintegrasikan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk
meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Selain itu,
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga mengatur bahwa
penyelenggaraan layanan publik harus berbasis pada prinsip-prinsip partisipasi, keterbukaan,
dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Kedua regulasi ini memberikan kerangka
hukum yang jelas bahwa transformasi digital bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban
konstitusional dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Transformasi digital dalam administrasi publik telah menjadi fokus utama dalam reformasi
birokrasi global. Cordella dan Tempini menekankan bahwa digitalisasi administrasi publik
tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi internal, tetapi juga menciptakan nilai publik
melalui keterbukaan, kolaborasi, dan adaptasi terhadap perubahan social (Cordella & Tempini,
2015) . Mergel, Edelmann, dan Haug mempertegas bahwa inovasi teknologi harus diikuti oleh
perubahan institusional agar digitalisasi benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat
(Mergel et al., 2019).

Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, pendekatan human-centered governance
menjadi kian penting. Bason mengemukakan bahwa pemerintahan berbasis warga negara
menempatkan kebutuhan, preferensi, dan pengalaman masyarakat sebagai pusat dari seluruh
proses kebijakan (Bason, 2010). Linders, Wilson, dan Bertot menambahkan bahwa keterlibatan
aktif masyarakat dalam desain dan evaluasi layanan publik dapat memperkuat legitimasi
kebijakan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Mergel et al., 2018).

Pelayanan publik juga mengalami evolusi paradigma. Denhardt dan Denhardt
mengajukan model "The New Public Service" yang mengubah orientasi birokrasi dari
"mengendalikan” menjadi "melayani" warga negara (Denhardt & Denhardt, 2015). Osborne
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mengusulkan konsep co-creation dalam pelayanan publik, yaitu kolaborasi antara pemerintah
dan masyarakat dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi layanan untuk
memastikan bahwa kebutuhan nyata masyarakat terpenuhi (Osborne, 2010).

Dalam upaya memastikan efektivitas kebijakan, model evaluasi CIPP yang dikembangkan
oleh Stufflebeam dan Coryn menjadi salah satu pendekatan yang relevan. Model ini
menawarkan kerangka kerja yang mencakup evaluasi terhadap konteks (kebutuhan), input
(sumber daya dan strategi), proses (pelaksanaan), dan produk (hasil), sehingga mampu
memberikan gambaran holistik mengenai keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan
(Stufflebeam, 2014).

Pendekatan human-centered governance yang berfokus pada pengalaman pengguna
menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini. Konsep ini menekankan pentingnya memahami
kebutuhan, preferensi, dan perilaku pengguna dalam setiap tahapan perumusan kebijakan.
Menurut Bason, human-centered governance adalah model tata kelola yang mengedepankan
empati, kolaborasi, dan inovasi, dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek aktif dalam
pelayanan public (Bason, 2010). Dalam kerangka ini, keberhasilan layanan digital diukur bukan
hanya dari jumlah aplikasi, tetapi dari seberapa jauh layanan tersebut memenuhi kebutuhan
nyata masyarakat.

Selain itu, evaluasi kebijakan menjadi aspek penting dalam memahami efektivitas
kebijakan publik. Evaluasi kebijakan menurut Dunn adalah proses sistematis untuk menilai
keefektifan, efisiensi, relevansi, dan dampak suatu kebijakan (Dunn, 2015). Dalam konteks
digitalisasi, evaluasi membantu memastikan bahwa inovasi digital meningkatkan aksesibilitas,
partisipasi, dan kepuasan masyarakat, sekaligus menyesuaikan layanan dengan prinsip
human-centered governance.

Digitalisasi administrasi publik bertujuan meningkatkan efisiensi internal sekaligus
menciptakan nilai publik (Cordella & Tempini, 2015). Dalam konteks tata kelola pemerintahan
modern, pendekatan human-centered governance menekankan pentingnya menjadikan
masyarakat sebagai pusat dari seluruh proses kebijakan. Evolusi pelayanan publik dari
"mengendalikan" menuju "melayani" sebagaimana dikemukakan Denhardt dan Denhardt serta
konsep co-creation Osborne memperkuat perlunya partisipasi aktif warga dalam transformasi
layanan publik. Untuk mengukur keberhasilan kebijakan digitalisasi, model evaluasi CIPP yang
dikembangkan Stufflebeam dan Coryn menawarkan kerangka evaluasi menyeluruh dari
konteks hingga produk (Denhardt & Denhardt, 2015) (Osborne, 2010; Stufflebeam, 2014).

Berdasarkan kajian tersebut, Kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada integrasi
langsung antara model evaluasi CIPP dan pendekatan human-centered governance dalam
konteks lokal. Sebagian besar studi sebelumnya hanya menitikberatkan pada efisiensi teknis
digitalisasi, sementara penelitian ini menghadirkan perspektif berbasis pengguna yang lebih
menyeluruh. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mengisi celah literatur
kebijakan digitalisasi berbasis kebutuhan dan pengalaman masyarakat di tingkat kabupaten.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah masih rendahnya efektivitas
implementasi digitalisasi administrasi publik di Kabupaten Minahasa. Berdasarkan Laporan
Evaluasi SPBE Kabupaten Minahasa Tahun 2023, skor indeks SPBE Kabupaten Minahasa hanya
mencapai 47,16 dan berada dalam kategori kurang. Tingkat pemanfaatan layanan digital oleh
masyarakat baru mencapai 32%, dengan literasi digital mandiri masyarakat hanya sebesar 40%
(Diskominfo Minahasa, 2024). Survei Rawis et al. juga menunjukkan bahwa 47% masyarakat
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mengeluhkan lambatnya layanan digital, serta 38% mengalami kesulitan dalam mengakses
layanan karena keterbatasan kemampuan digital (Rawis et al., 2022). Kondisi ini menunjukkan
bahwa meskipun transformasi digital telah dilaksanakan, kebijakan yang ada belum
sepenuhnya berbasis pada kebutuhan dan pengalaman masyarakat sebagai pengguna.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang mutakhir ini, terlihat adanya kebutuhan untuk
mengevaluasi implementasi kebijakan digitalisasi administrasi publik di Kabupaten Minahasa
melalui pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian. Dengan
mengintegrasikan prinsip human-centered governance dan menggunakan model evaluasi
CIPP, diharapkan evaluasi dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan
yang lebih responsif, inklusif, dan efektif.

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dinyatakan secara lebih spesifik sebagai
berikut: Bagaimana kesesuaian implementasi kebijakan digitalisasi administrasi publik di
Kabupaten Minahasa dengan prinsip-prinsip human-centered governance dengan
menggunakan model CIPP? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi
kebijakan digitalisasi administrasi publik di Kabupaten Minahasa melalui pendekatan human-
centered governance dengan menggunakan model evaluasi CIPP.

Berdasarkan latar belakang tersebut, sangat penting untuk meneliti sejauh mana
implementasi kebijakan digitalisasi di Kabupaten Minahasa sesuai dengan prinsip-prinsip
human-centered governance? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi
kebijakan digitalisasi administrasi publik di Kabupaten Minahasa berdasarkan pendekatan
human-centered governance menggunakan model evaluasi CIPP.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif
evaluatif untuk memahami dan mengevaluasi implementasi kebijakan digitalisasi administrasi
publik di Kabupaten Minahasa. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi
mendalam terhadap fenomena sosial, sesuai dengan metode penelitian dalam ilmu sosial
sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (Creswell & Creswell David J., 2022).

Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan: sejauh mana implementasi kebijakan
digitalisasi di Kabupaten Minahasa sesuai dengan prinsip-prinsip human-centered
governance? Tujuan penelitian adalah mengevaluasi implementasi kebijakan tersebut
menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan kriteria
inklusi yaitu aparat pemerintahan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan layanan digital,
serta masyarakat pengguna layanan digital. Kriteria eksklusi adalah individu yang tidak
memiliki pengalaman langsung terkait layanan administrasi publik berbasis digital. Data
dikumpulkan melalui tiga teknik utama: (1) wawancara mendalam dengan pejabat Diskominfo,
Disdukcapil, dan masyarakat pengguna layanan; dengan informan dalam 1 instansi sejumlah 5
orang (2) observasi langsung terhadap proses pelayanan administrasi digital di beberapa kantor
layanan publik; dan (3) studi dokumentasi terhadap dokumen kebijakan SPBE, laporan evaluasi
SPBE 2023, serta laporan internal pelayanan digital.

Instrumen pengumpulan data berupa panduan wawancara semi-terstruktur dan lembar
observasi. Batasan data terdapat pada keterbatasan akses terhadap dokumen internal. Data
dianalisis menggunakan analisis tematik dengan pendekatan Miles dan Huberman, yang
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meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi . Selain itu,
model evaluasi CIPP diterapkan untuk mengkaji empat aspek utama: konteks kebutuhan
digitalisasi, input sumber daya, proses implementasi, dan produk layanan digital.

Strategi Ketelitian Penelitian: Untuk menjamin ketelitian penelitian, dilakukan triangulasi
sumber data (wawancara, observasi, dokumentasi) dan triangulasi teknik. Validitas data dijaga
melalui member checking kepada beberapa informan, sementara reliabilitas dicapai dengan
konsistensi prosedur pengumpulan dan analisis data. Konsep trustworthiness dalam penelitian
kualitatif digunakan untuk memastikan kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan
konfirmabilitas temuan.(Abdussamad, 20211).

HASIL DAN DISKUSI

Hasil temuan menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Minahasa telah mengadopsi
berbagai sistem digitalisasi administrasi, implementasinya masih belum optimal. Rendahnya
literasi digital, keterbatasan infrastruktur, kurangnya pelatthan SDM, dan minimnya
keterlibatan masyarakat menjadi faktor-faktor penghambat utama. Rendahnya literasi digital
menyebabkan sebagian besar masyarakat kesulitan mengakses dan memanfaatkan layanan
administrasi publik berbasis daring. Banyak warga, terutama di wilayah pedesaan, tidak
memiliki keterampilan dasar dalam menggunakan teknologi informasi, yang berimplikasi pada
rendahnya tingkat penggunaan layanan digital.

Keterbatasan infrastruktur, seperti jaringan internet yang tidak merata dan perangkat keras
yang kurang memadai di beberapa kantor pelayanan publik, semakin memperburuk kondisi
ini. Digitalisasi layanan tidak akan efektif jika akses fisik terhadap teknologi masih menjadi
kendala utama. Di sisi lain, kurangnya pelatihan SDM di lingkungan birokrasi menyebabkan
aparatur pemerintah kesulitan mengoperasikan sistem digital secara optimal. Aparatur yang
belum terampil dalam menggunakan platform digital cenderung kembali menggunakan
metode manual, sehingga menghambat kelancaran layanan.

Minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perancangan, implementasi, dan evaluasi
layanan digital memperparah ketidaksesuaian antara kebijakan digitalisasi dengan kebutuhan
riil masyarakat. Layanan digital yang dikembangkan lebih banyak didasarkan pada perspektif
teknokratik daripada pendekatan berbasis kebutuhan warga. Hal ini bertentangan dengan
prinsip human-centered governance yang menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat
dalam seluruh siklus kebijakan publik.

Sebagaimana ditegaskan oleh Zuhri Abdusammad "keberhasilan transformasi digital
dalam administrasi publik sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan dan layanan digital
berakar pada kebutuhan nyata warga, bukan sekadar pada inovasi teknologi itu
sendiri.(Abdussamad, 2020)" Kutipan ini memperkuat bahwa dalam implementasi layanan
digital di Kabupaten Minahasa, pendekatan human-centered governance menjadi sebuah
keniscayaan untuk menghindari bias teknokratik.

Evaluasi  kebijakan berbasis human-centered governance diperlukan untuk
mengidentifikasi gap antara kebijakan yang direncanakan dengan kebutuhan pengguna nyata.
Evaluasi kebijakan berbasis pendekatan human-centered governance menjadi penting untuk
memahami sejauh mana layanan digital telah dirancang dan dijalankan sesuai kebutuhan
masyarakat. Konsep evaluasi kebijakan menurut Dunn mengarahkan perhatian pada
efektivitas layanan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta tingkat kesetaraan akses

pelayanan (Dunn, 2015).
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Untuk mengevaluasi implementasi kebijakan digitalisasi administrasi publik secara
menyeluruh, penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process,
Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Model ini menawarkan kerangka evaluasi
komprehensif yang tidak hanya menilai hasil akhir dari kebijakan, tetapi juga menelaah konteks
kebutuhan, sumber daya yang digunakan, proses pelaksanaan, serta produk atau dampak yang
dihasilkan. Seperti ditegaskan oleh Stufflebeam dan Coryn, "CIPP is a decision-focused approach
to evaluation, emphasizing the improvement and accountability of programs by systematically examining
their Context, Input, Process, and Product dimensions." (Stufflebeam, 2014)Pendekatan ini sangat
relevan dalam mengevaluasi kebijakan berbasis human-centered governance, karena
memungkinkan penilaian yang holistik terhadap kesesuaian antara kebijakan digitalisasi
dengan kebutuhan nyata masyarakat. Berdasarkan pendekatan CIPP:

1) Context:

Temuan menunjukan Kebutuhan digitalisasi belum sepenuhnya berbasis pada kondisi

sosial dan geografis masyarakat Minahasa. Sebagian besar inisiatif digital belum

memperhitungkan realitas keterbatasan infrastruktur, disparitas kemampuan digital
antarwilayah, serta kebutuhan spesifik masyarakat desa yang berbeda dengan perkotaan.

Digitalisasi yang dilakukan cenderung bersifat seragam dan belum mempertimbangkan

keragaman kebutuhan komunitas lokal.

2) Input: Keterbatasan teknologi dan kapasitas SDM masih menjadi masalah utama.
Infrastruktur jaringan internet tidak merata, perangkat keras yang tersedia di unit
pelayanan publik terbatas, dan tingkat kemampuan aparatur pemerintah dalam mengelola
layanan digital masih rendah. Hal ini mengakibatkan ketergantungan tinggi pada pihak
ketiga atau vendor untuk mengoperasikan layanan, yang berimplikasi pada kurangnya
keberlanjutan program.

3) Process: Kurangnya pelibatan masyarakat dalam tahap perencanaan dan evaluasi layanan
digital mengakibatkan banyak inovasi digital yang tidak sesuai dengan kebutuhan
pengguna akhir. Sosialisasi layanan digital kepada masyarakat dilakukan secara sporadis
dan kurang strategis, sehingga menurunkan tingkat adopsi layanan. Selain itu, proses
pembelajaran penggunaan layanan digital belum terintegrasi dalam aktivitas pelayanan
publik rutin.

4)  Product: Layanan digital yang dihasilkan belum sepenuhnya meningkatkan kepuasan
masyarakat. Banyak pengguna merasa layanan daring kurang responsif terhadap
kebutuhan mereka, prosesnya masih rumit, serta kendala teknis seperti error sistem atau
ketidakpahaman prosedur sering kali menimbulkan frustrasi. Hal ini berimplikasi pada
rendahnya tingkat penggunaan layanan digital secara sukarela oleh masyarakat dan
tingginya angka ketergantungan pada bantuan petugas.

Dengan mengacu pada model CIPP, analisis konteks menunjukkan bahwa kebutuhan
digitalisasi belum sepenuhnya dikaji berdasarkan realitas sosial masyarakat Minahasa. Evaluasi
input menunjukkan adanya keterbatasan SDM dan infrastruktur. Evaluasi proses mengungkap
kurangnya sosialisasi dan pelibatan masyarakat. Sedangkan evaluasi produk memperlihatkan
bahwa hasil layanan digital belum sepenuhnya meningkatkan kepuasan publik. Dengan
mengintegrasikan evaluasi kebijakan berbasis human-centered governance, pemerintah dapat
mengidentifikasi secara dini masalah implementasi, memperbaiki desain layanan, dan
membangun sistem pelayanan digital yang benar-benar berpusat pada warga.
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Evaluasi kebijakan berbasis pendekatan human-centered governance menjadi penting
untuk memahami sejauh mana layanan digital telah dirancang dan dijalankan sesuai
kebutuhan masyarakat. Konsep evaluasi kebijakan menurut Dunn mengarahkan perhatian
pada efektivitas layanan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta tingkat kesetaraan akses
pelayanan (Dunn, 2015).

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu dari Gioh (2020) menemukan bahwa
masalah utama dalam implementasi e-government di Minahasa adalah kurangnya literasi
digital dan keterbatasan infrastruktur, yang konsisten dengan temuan penelitian ini bahwa
aspek input menjadi salah satu hambatan utama (Gioh, 2021). Rawis et al. mengungkapkan
bahwa pelayanan digital di desa-desa belum meningkatkan kepuasan masyarakat akibat
kurangnya sosialisasi dan keterampilan aparatur. Ini sejalan dengan temuan bahwa evaluasi
proses menunjukkan lemahnya interaksi antara layanan digital dan masyarakat (Rawis et al.,
2022). Peneliti menyoroti bahwa efektivitas layanan administrasi online sangat bergantung
pada kesiapan teknologi dan kapasitas SDM. Penelitian ini juga menemukan bahwa kesiapan
infrastruktur dan literasi digital masih rendah, mempengaruhi output dan hasil layanan digital
(Rantung, 2022).

Penelitian ini juga sejalan dengan Mergel et al. (2019) yang menyatakan bahwa transformasi
digital harus dibarengi dengan reformasi kelembagaan. Namun, kontribusi penelitian ini
menjadi lebih menonjol karena menggunakan pendekatan human-centered governance, yang
belum banyak diintegrasikan dalam konteks studi lokal Indonesia. Pendekatan ini
memperlihatkan bahwa keberhasilan layanan digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan
teknologi, tetapi lebih pada sejauh mana layanan tersebut berakar pada pengalaman, aspirasi,
dan kemampuan pengguna. Ini sekaligus membedakan studi ini dari studi-studi sebelumnya
yang cenderung menilai digitalisasi secara teknokratis.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur evaluasi kebijakan digital dengan
menegaskan pentingnya orientasi berbasis warga (citizen-centric) dalam pengembangan
kebijakan layanan publik digital. Dengan menggabungkan kerangka evaluasi CIPP dan prinsip
human-centered governance, artikel ini memperkaya diskursus evaluasi kebijakan di bidang
administrasi publik digital yang selama ini masih terfragmentasi antara pendekatan teknis dan
sosial.

Dari beberapa penelitian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa akar masalah dalam
implementasi digitalisasi di Kabupaten Minahasa berakar pada aspek input (infrastruktur dan
SDM) dan proses (sosialisasi dan partisipasi masyarakat). Oleh karena itu, penerapan evaluasi
kebijakan yang berbasis human-centered governance sangat relevan untuk mengatasi masalah
tersebut, dengan menempatkan kebutuhan nyata masyarakat sebagai dasar perbaikan layanan
digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan digitalisasi administrasi
publik di Kabupaten Minahasa masih belum berjalan secara optimal karena belum sepenuhnya
berbasis pada pendekatan human-centered governance. Temuan dari evaluasi CIPP menunjukkan
bahwa: Kebutuhan masyarakat belum menjadi dasar utama dalam perumusan layanan digital
(Context); Sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi masih terbatas (Input); Proses
implementasi kurang melibatkan partisipasi aktif masyarakat (Process); Output layanan digital
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belum signifikan meningkatkan kepuasan publik (Product). Temuan tersebut memiliki
implikasi penting bagi perumusan ulang kebijakan digitalisasi di tingkat daerah. Pemerintah
Kabupaten Minahasa perlu: Mengadopsi pendekatan berbasis kebutuhan warga dengan
melakukan asesmen sosial-digital secara menyeluruh sebelum mendesain sistem layanan;
Meningkatkan kapasitas SDM birokrasi melalui pelatihan berkelanjutan dan dukungan teknis
internal, agar tidak tergantung pada vendor; Memastikan keterlibatan publik dalam siklus
kebijakan digital, baik melalui forum konsultasi daring/luring maupun mekanisme umpan
balik pengguna; Mengintegrasikan indikator kepuasan pengguna ke dalam pengukuran kinerja
digitalisasi agar fokus kebijakan tidak hanya pada output administratif, tetapi juga pada user
experience dan aksesibilitas.

Dengan demikian, keberhasilan transformasi digital di daerah tidak dapat hanya diukur
dari jumlah aplikasi yang tersedia, melainkan dari seberapa besar kebijakan tersebut mampu
menjawab kebutuhan nyata warga dan meningkatkan kualitas pelayanan secara inklusif dan
berkelanjutan
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